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Abstract

The main purpose of this study is to examine the development
of the concept of pawn (rahn) in Islam, starting from
normative sources in the form of nash (Qur'an and Hadith),
the thoughts of scholars in classical figh literature, to its
implementation in the form of modern laws and regulations or
known as qanun. The method used in this study is a
qualitative method with a descriptive-analytical approach.
Data was collected through library research, by examining
various primary sources such as the Qur'an, Hadith, and
jurisprudence, as well as secondary sources in the form of
books, journals, and related legal documents. The results of the
study show that the basic principles of pawn in nash, such as
justice, help-help, and the prohibition of usury, are still used
as the basis in the preparation of ganun. However, there have
been administrative and technical adjustments to adapt to the
needs of the positive law and contemporary institutional
system. Qanun as a codification of Islamic law in Indonesia is
able to accommodate sharia values in the practice of pawning
in a more systematic and professional manner. Thus, despite
changes in form and management, the substance of rahn in
Islam is maintained from nash to ganun.

Keywords: Pawn, Rahn, Nash, Qanun

PENDAHULUAN

Gadai merupakan salah satu

keuangan yang tidak melibatkan
unsur riba dan dilandasi oleh

semangat tolong-menolong

instrumen muamalah dalam Islam

yang
langsung dari nash, baik Al-Qur’an

memiliki akar hukum

maupun Hadis. Praktik gadai telah
dikenal Nabi
Muhammad SAW sebagai solusi

sejak masa

(Alexander et al., 2023). Seiring
praktik
gadai mengalami transformasi, baik

perkembangan  zaman,
dalam bentuk akad, pelaksanaan,
hingga bentuk hukum positif yang
mengaturnya (NURI, 2022). Di
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wilayah tertentu seperti Aceh,
bahkan  telah
diformalkan ke dalam ganun

hukum  gadai

sebagai bagian dari sistem hukum
Islam  lokal. = Perubahan  ini
menimbulkan pertanyaan penting
mengenai sejauh mana prinsip-
prinsip dasar syariah tetap terjaga
dalam proses kodifikasi tersebut.
Oleh karena itu, penting untuk
melakukan kajian yang
komprehensif mengenai
perkembangan gadai dari nash
hingga qanun guna  menilai
kesinambungan  antara  norma
normatif dan implementasi
hukumnya di masyarakat (Putra &
Wati, 2023).

Permasalahan gadai syariah
di berbagai negara di dunia masih
menjadi tantangan yang terus
berlangsung,  terutama  terkait
dengan upaya mengintegrasikan
prinsip-prinsip syariah ke dalam
sistem keuangan modern
(Purnamasari, 2018). Di beberapa
negara mayoritas Muslim, seperti
Indonesia, meskipun regulasi gadai
syariah telah diterapkan,
pelaksanaannya masih menghadapi
kendala seperti kurangnya
pemahaman masyarakat,
keterbatasan  literasi  keuangan
syariah, dan belum meratanya akses
terhadap lembaga gadai syariah
(Maengkom, 2023). Di negara-
negara minoritas Muslim, seperti di
Eropa, permasalahan yang muncul

lebih  kompleks, antara lain

terbatasnya lembaga keuangan
Islam, benturan dengan regulasi
keuangan konvensional, serta
adanya stigma terhadap praktik
keuangan berbasis agama. Selain
itu, di negara-negara Teluk seperti
Qatar, meskipun secara hukum
syariah sudah kuat, praktik gadai
sering kali menghadapi tantangan
administratif, seperti transparansi
akad, kejelasan hak dan kewajiban
pihak-pihak yang terlibat, serta
perlindungan terhadap nasabah
dari eksploitasi. Perbedaan

interpretasi  terhadap  prinsip-
prinsip syariah, seperti masalah
riba, menjadi sumber kontroversi
yang memengaruhi konsistensi
penerapan gadai syariah secara
global(Hariati, 2024). Maka dari itu,
gadai syariah memerlukan
pendekatan = yang  kontekstual,
regulasi  yang  adaptif, dan

penguatan edukasi kepada
masyarakat agar prinsip-prinsip
keadilan dan kemaslahatan dalam
Islam benar-benar tercermin dalam
praktiknya (Nurhayati et al., 2025).
Masalah  gadai  dalam
konteks Islam di negara-negara
Eropa Utara masih diwarnai dengan
keberadaan sistem  pinjaman
berbunga (riba), yang menjadi topik
sensitif dan rumit (Akhfah et al.,

2023). Hasil penelitian
menunjukkan adanya dua
pendekatan utama terhadap

persoalan ini: kelompok modernis
berpendapat bahwa larangan riba
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hanya berlaku untuk praktik bunga
yang sangat menindas seperti yang
terjadi  sebelum Islam datang,
sedangkan kelompok konservatif
menolak seluruh bentuk bunga

dalam sistem perbankan
konvensional karena dianggap
bertentangan = dengan  prinsip-

prinsip dalam Al-Qur’an. Sebagian
besar profesional Muslim menolak
penggunaan pinjaman berbunga
karena  diyakini  bertentangan
dengan ajaran Islam, bahkan ada
yang memandang praktik tersebut
sebagai bentuk perlawanan
terhadap Tuhan (Brekke & Larsen,
2020).

Di Qatar, praktik gadai
diperbolehkan menggunakan objek
seperti harga jual, kompensasi
pinjaman, atau bentuk utang yang
dapat ditagihkan, seperti denda,
sewa, dan mabhar, namun,
pelaksanaannya  harus  sesuai
dengan kebutuhan nyata dan tidak
boleh melebihi nilai pinjaman yang
diberikan.

jaminan secara sukarela tanpa

Pemberian ~ barang
adanya kebutuhan yang jelas
sebaiknya dihindari. Jika suatu
pinjaman hanya dapat diperoleh
melalui jaminan gadai, maka gadai
diperbolehkan, tetapi nilainya tetap
harus sebanding dengan jumlah
pinjaman. Selain itu, diperlukan
adanya wali atau pihak yang adil
untuk mengawasi proses gadai,
guna mencegah terjadinya
ketidakadilan antara pihak-pihak

yang terlibat (Attribution-
noncommercial & By-nc, 2023).

Di Indonesia, gadai
dianggap sebagai bentuk transaksi
yang dibolehkan selama
pelaksanaannya sejalan dengan
prinsip-prinsip ~ syariah, seperti
menghindari unsur gharar
(ketidakpastian), riba (bunga), dan
tindakan yang merugikan salah satu
pihak. Dalam sistem  hukum
praktik

termasuk gadai telah menjadi

nasional, muamalah
bagian dari kegiatan ekonomi umat
Islam dan telah mendapatkan
legitimasi  melalui fatwa-fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
serta regulasi hukum ekonomi
syariah yang diintegrasikan ke
dalam  peraturan  perundang-
undangan. Oleh karena itu,
pelaksanaan gadai dalam Islam
wajib berlandaskan prinsip-prinsip
syariah agar tetap sesuai dengan
aturan dan nilai-nilai etika Islam
(Husni & Khairat, 2024).

Riba merujuk pada
tambahan nilai dalam transaksi
yang tidak disepakati sejak awal
dan dinyatakan haram apabila
menjadi  syarat dalam  akad,
termasuk dalam praktik gadai
apabila mengandung unsur bunga
yang berlebihan atau Dbersifat
eksploitasi. Meski demikian,
terdapat pandangan yang
memperbolehkan adanya bunga
dalam situasi tertentu, seperti bunga

yang proporsional dan tidak
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menimbulkan ketidakadilan, serta
bunga yang bersifat produktif dan
membawa manfaat. Di sisi lain,
dalam konteks lembaga keuangan
seperti perbankan yang bukan
merupakan subjek hukum individu
(mukallaf) penerapan aturan riba
memiliki pendekatan yang berbeda,
mengingat peran bank sebagai
lembaga perantara yang bertujuan
memberikan manfaat bagi
masyarakat luas (Author et al,
2020).

Penerapan multi  akad
murabahah dan rahn pada produk
MULIA di PT. Pegadaian (Persero)
Alianyang Singkawang. Meskipun
tidak ada fatwa khusus dari DSN-
MUI yang mengatur secara eksplisit
kedua  akad

bersamaan, penerapan akad ini

tersebut secara

diperbolehkan secara syariah karena
murabahah termasuk dalam akad
jual beli (al-bai') yang diatur dalam
92/2014
pembiayaan yang disertai rahn.

fatwa  No. tentang
Namun, penggunaan multi akad ini
menimbulkan kebingungan karena
tidak ada referensi fatwa yang jelas,
sehingga diperlukan pengawasan
dari Dewan Pengawas Syariah
untuk  memastikan  kepatuhan
terhadap prinsip syariah. Secara
hukum Islam ekonomi, penerapan
akad ini dianggap sah dan sesuai
dengan prinsip syariah selama
memenuhi ketentuan yang berlaku
(Z. Arifin & Hatoli, 2021).

Permasalahan dalam gadai
menurut perspektif Islam berkaitan
erat dengan terpenuhinya syarat
dan rukun dalam akad rahn, yang
mencakup adanya ijab qabul,
keberadaan pihak yang
menggadaikan (rahin) dan
penerima gadai (murtahin), serta
keberadaan barang jaminan
(marhun) dan  utang  yang
dijaminkan (marhun bih). Gadai
harus dilakukan dalam bentuk
transaksi muamalah non-tunai dan
perlu didukung dengan
dokumentasi tertulis untuk
mencegah terjadinya sengketa di
kemudian hari. Di samping itu,
akad gadai wajib mematuhi prinsip-
prinsip syariah, seperti bebas dari
unsur riba dan barang jaminan tetap
dapat dimanfaatkan secara wajar
oleh pemiliknya. Dalam praktiknya,
terdapat variasi dalam penerapan
kontrak dan teknis pelaksanaan
gadai di lembaga keuangan syariah,
khususnya dalam penggunaan

barang sebagai jaminan dan
mekanisme pengembaliannya. Hal
ini sering kali ~menimbulkan
perdebatan, terutama terkait
penerapan akad ganda seperti
murabahah yang digabung dengan
rahn (Khalil & Ismaulina, 2022).

Permasalahan gadai dalam

Islam di berbagai negara
menunjukkan  dinamika  yang
kompleks karena perbedaan

konteks sosial, ekonomi, dan
regulasi. Di negara-negara Eropa
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Utara, isu utama berkaitan dengan
keberadaan bunga (riba) dalam
pinjaman, yang ditanggapi secara
berbeda oleh kalangan modernis
dan konservatif, namun mayoritas
profesional Muslim tetap

menolaknya  karena  dianggap
bertentangan dengan ajaran Islam.
Di Qatar, gadai diperbolehkan
dalam  berbagai bentuk nilai
ekonomi, asalkan sesuai kebutuhan
dan diawasi oleh pihak yang adil
untuk menjaga keadilan. Sementara
itu, di Indonesia, praktik gadai telah
terintegrasi dalam sistem ekonomi
syariah dan diatur melalui fatwa
MUI serta regulasi nasional, selama
memenuhi prinsip syariah seperti
menghindari gharar dan riba.
Dalam praktiknya, pemahaman
terhadap riba masih menimbulkan
perdebatan, termasuk pada
penerapan akad ganda seperti
murabahah dan rahn yang terjadi di
lembaga seperti Pegadaian.
Perbedaan dalam penerapan akad
dan kebutuhan akan pengawasan
syariah yang ketat menunjukkan
bahwa praktik gadai syariah masih
menghadapi tantangan baik dari
aspek hukum, teknis, maupun
pemahaman masyarakat terhadap
prinsip-prinsip muamalah Islam
(Syamsurijal, n.d.).
Penelitian-penelitian
sebelumnya lebih banyak
membahas permasalahan praktik
gadai syariah dari sudut pandang

kontemporer dan lokal di masing-

masing negara, seperti isu riba di
negara-negara Eropa Utara,
pelaksanaan gadai sesuai kebutuhan
di Qatar, atau integrasi hukum
syariah dalam sistem keuangan
nasional di Indonesia. Fokus
utamanya terletak pada penerapan
praktik gadai dalam konteks hukum
positif modern, tantangan regulasi,
pelaksanaan multi-akad (seperti
murabahah dan rahn), serta
masalah-masalah  operasional di
lembaga

keuangan syariah.

Sementara itu, penelitian
"Perkembangan Gadai dari Nash
Sampai Qanun" memiliki
pendekatan yang lebih holistik dan
historis. Penelitian ini menelusuri
transformasi hukum gadai dari akar
normatif Islam (nash), yakni Al-
Qur'an dan Hadis,

pembentukan aturan formal dalam

hingga

bentuk ganun atau peraturan
perundang-undangan. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya
memotret praktik kontemporer,
tetapi juga menelusuri legitimasi
teologis dan evolusi normatif gadai
dalam kerangka hukum Islam klasik
sampai modern.

Perbedaan penelitian saat
ini dengan sebelumnya terletak
pada berbedanya dengan studi-
studi sebelumnya karena
menawarkan pendekatan historis-
normatif yang menelusuri evolusi
hukum gadai dari sumber-sumber
utama syariat (nash) hingga menjadi

ganun atau regulasi formal. Jika
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penelitian lain cenderung fokus
pada praktik kontemporer dan
tantangan lokal, penelitian ini
menekankan pentingnya landasan
magqashid syariah dalam
merumuskan hukum gadai agar
sejalan dengan tujuan keadilan dan
kemaslahatan. ~ Sebagai  solusi,
penelitian ini mengusulkan
harmonisasi antara fatwa, Janun,
dan praktik lembaga keuangan,
peningkatan literasi syariah
masyarakat, serta penguatan peran
Dewan Pengawas Syariah agar

penerapan gadai sesuai prinsip etika

dan hukum Islam secara
menyeluruh.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif =~ dengan
metode deskriptif analitis.

Pendekatan ini dipilih karena fokus
penelitian terletak pada penelaahan
konsep, norma, dan perkembangan
hukum  gadai (rahn) dalam
perspektif Islam, dari sumber-
sumber utama syariat hingga
peraturan hukum positif berupa
qanun(Peter Mahmud Marzuki,
2016). Metode deskriptif digunakan
untuk  menggambarkan  secara
sistematis isi dan makna dari nash
(Al-Qur’an dan Hadis), pandangan
ulama dalam kitab-kitab fikih
klasik, serta rumusan hukum dalam
ganun (Arfa & Marpaung, 2018).
Analisis dilakukan dengan
pendekatan normatif, yaitu
menelaah dan mengkaji isi teks-teks

hukum secara mendalam, serta
pendekatan  komparatif,  yaitu
membandingkan antara ketentuan
rahn dalam sumber-sumber
normatif Islam dan regulasi
kontemporer. Data primer dalam
penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-
Qur’an, hadis-hadis Nabi, kitab-
kitab fikih dari berbagai mazhab,
serta naskah ganun terkait gadai.
Sementara itu, data sekunder
diperoleh dari buku-buku ilmiah,
jurnal, dokumen kebijakan, dan
hasil penelitian terdahulu yang
relevan. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi pustaka
(library research), sedangkan teknik
analisis data dilakukan dengan
menafsirkan isi teks,
mengklasifikasi tema-tema hukum,
dan menyusun sintesis kesimpulan
secara sistematis (Johar, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gadai atau rahn dalam Islam
memiliki dasar hukum yang jelas
dalam nash syar’i, yaitu Al-Qur’an
dan Hadis Nabi Muhammad SAW.
Salah satu ayat yang menjadi
landasan utama adalah QS. Al-
Bagarah ayat 283, yang menjelaskan
bahwa apabila seseorang dalam
perjalanan dan tidak menemukan
penulis (notaris), maka
diperbolehkan mengambil barang
jaminan (rahn) sebagai pengganti
catatan tertulis (Farid & Fahreza,
2023). Selain itu, terdapat sejumlah
hadis shahih yang menguatkan
praktik gadai, di antaranya hadis
dari Aisyah radhiyallahu ‘anha
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yang menyebutkan bahwa Nabi
Muhammad SAW pernah membeli
makanan secara berutang dan
menjadikan baju besinya sebagai
barang gadai. Dari dalil-dalil ini,
dapat dipahami bahwa gadai
merupakan transaksi yang sah dan
diperbolehkan dalam Islam sebagai
solusi keuangan dalam kondisi
darurat atau kebutuhan tertentu
(Sumiati et al., 2022).

Tujuan utama dari
pemberlakuan gadai dalam Islam
adalah memberikan kemudahan
bagi orang yang membutuhkan
bantuan keuangan tanpa harus
terjerumus ke dalam praktik riba
(Irfan, 2024). Gadai menjadi
instrumen  sosial-ekonomi  yang

memungkinkan seseorang
memperoleh  pinjaman dengan
menjaminkan  barang  berharga

tanpa harus membayar bunga.
Hikmah dari pengaturan gadai ini
antara lain menjaga kemaslahatan
bersama, memberikan rasa aman
kepada pemberi pinjaman, dan
membantu peminjam mendapatkan
akses dana secara adil. Dengan
demikian, gadai dalam Islam tidak
hanya menjadi mekanisme
ekonomi, tetapi juga sarana menjaga
prinsip keadilan dan tolong-

menolong  dalam  masyarakat
(Lanonci & Nur, 2022).
Gadai dalam  perspektif

syariah  dijalankan  berdasarkan
prinsip-prinsip moral dan etika
Islam, yaitu kejujuran, keadilan,
tidak memberatkan, dan
menghindari unsur riba. Kejujuran

menjadi landasan utama dalam
akad gadai, di mana kedua belah
pihak harus menyampaikan
informasi secara transparan tentang
barang gadai dan jumlah pinjaman
(Nurpadilah & Amany, 2025).

Keadilan diterapkan dengan
memastikan bahwa nilai gadai
sebanding dan tidak menzalimi
salah satu pihak. Islam juga
melarang praktik yang
memberatkan, seperti penarikan
biaya yang tidak jelas atau
penyitaan yang merugikan secara
sepihak. Yang terpenting, seluruh
mekanisme gadai syariah wajib
bebas dari unsur riba, sehingga
tidak ada tambahan bunga atas
pinjaman yang diberikan. Prinsip-
prinsip ini menjadi pembeda utama
antara gadai konvensional dan
gadai syariah (Rahmah, 2021).

Perkembangan Gadai Syariah
dalam Literatur Fikih

Dalam literatur fikih klasik,
konsep gadai atau rahn dibahas
secara mendalam oleh para ulama
dari empat mazhab utama: Hanafi,
Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
Masing-masing mazhab memiliki
pandangan yang berbeda-beda
mengenai syarat-syarat gadai, objek
yang boleh digadaikan, serta hak
dan kewajiban pihak pemberi dan
penerima gadai (Bashor et al., 2025).
Misalnya, mazhab Syafi’i
menetapkan bahwa barang yang
digadaikan harus memiliki nilai
ekonomis dan dapat diserahkan
secara fisik, sementara mazhab
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Hanafi lebih longgar dalam
menentukan bentuk barang gadai.
Para wulama juga berbeda
pandangan mengenai pemanfaatan
barang gadai oleh pihak penerima:
sebagian membolehkan dengan
syarat tertentu, sebagian lain
melarang kecuali dengan izin
pemilik. i

mencerminkan keluasan ijtihad dan

Perbedaan ini

fleksibilitas hukum Islam dalam
mengatur transaksi keuangan sesuai
dengan  prinsip-prinsip  syariah
(Norfarahzilah, 2022).

Seiring dengan perkembangan
zaman dan perubahan kondisi
sosial-ekonomi, para ulama
kontemporer melakukan ijtihad
untuk menyesuaikan konsep gadai
dengan  kebutuhan
modern (Apriani & Nurusshobah,
2025). Dalam proses ini, terjadi
transformasi dalam praktik gadai,
baik dari sisi bentuk akad, jenis
barang yang digadaikan, hingga
struktur kelembagaan yang
menyelenggarakannya (Rukmanah,
2024). Misalnya, dahulu barang
gadai umumnya berupa barang
rumah tangga atau ternak, namun
kini berkembang menjadi emas,
kendaraan, hingga sertifikat
properti. Ijtihad juga memperluas
ruang lingkup pemanfaatan gadai
oleh lembaga keuangan syariah
dengan tetap mempertahankan
nilai-nilai dasar yang bersumber
dari  nash. Transformasi ini
menunjukkan dinamika hukum
Islam yang tidak kaku, melainkan
mampu beradaptasi dengan realitas

masyarakat

kehidupan umat (Rusly & Nugroho,
2025).

Sejak masa awal Islam, gadai
telah menjadi bagian penting dalam
sistem ekonomi masyarakat
Muslim. Ia berfungsi sebagai solusi
keuangan bagi individu yang
membutuhkan dana cepat, tanpa
harus menjual aset atau terjerumus
dalam praktik riba (Sapii et al.,
2022). Dalam masyarakat
tradisional, gadai sering digunakan
secara informal antara sesama
anggota komunitas dengan asas
kepercayaan(Rahmadani et al,
2024). Hal ini menunjukkan bahwa
gadai tidak hanya memiliki aspek
hukum, tetapi juga nilai sosial yang
tinggi, karena mampu
menjembatani  kebutuhan tanpa
merusak hubungan antarindividu.
Selain itu, praktik gadai menjadi
bukti bahwa Islam sejak awal
memberikan ruang bagi aktivitas
ekonomi yang berlandaskan pada
keadilan dan tanggung jawab sosial.
Gadai dalam bentuk tradisional
inilah yang kemudian menjadi
dasar bagi pengembangan sistem
gadai syariah yang lebih terstruktur
di era modern (B. Arifin &
Ulumuddin, 2023).

Perkembangan Gadai Syariah Dari
Masa Ke Masa

Rohn (gadai) atau pegadaian
syariah telah dikenal sejak zaman
Rasulullah SAW dan para sahabat,
yang berlandaskan prinsip tolong-
menolong dan keadilan dalam
muamalah. Awal mula praktik
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gadai ini tercatat dalam berbagai
hadits shahih, salah satunya adalah
ketika Rasulullah SAW  sendiri
pernah menggadaikan baju besinya
kepada seorang Yahudi sebagai
jaminan atas pinjaman makanan
(NISVIA, 2023). Hal ini
menunjukkan bahwa sistem gadai
diperbolehkan dalam Islam selama
tidak mengandung unsur riba atau
ketidakadilan. Dalam masa sahabat,
praktik gadai juga terus
berlangsung sebagai bentuk akad
yang membantu orang yang
membutuhkan pinjaman, dengan
memberikan  barang  berharga
sebagai jaminan yang bisa ditebus
kembali (ALDA, 2022).

Para sahabat seperti Abu
Hurairah dan Aisyah r.a. juga
meriwayatkan  kejadian-kejadian
terkait gadai, yang memperkuat
legitimasi dan praktiknya dalam
kehidupan sehari-hari umat Islam
pada masa itu. Dari sini
berkembanglah konsep pegadaian
syariah yang kita kenal sekarang,
yang menekankan pada prinsip-
prinsip syariah seperti keadilan,
transparansi, dan bebas dari riba (A.
Ratnasari et al., 2024).

Pada zaman Rasulullah SAW,
rohn (gadai) terjadi dalam kondisi
ketika seseorang membutuhkan
pinjaman atau bantuan keuangan,
tetapi tidak memiliki cukup uang
tunai untuk memenuhi
kebutuhannya. Dalam situasi seperti
tersebut dapat
barang  berharga

ini, orang
menyerahkan
sebagai jaminan kepada pihak yang

memberi pinjaman, agar
pinjamannya dipercaya dan dapat
terlindungi. Salah satu contoh nyata
adalah ketika Rasulullah SAW
menggadaikan baju besinya kepada
seorang Yahudi untuk
mendapatkan makanan bagi
keluarganya (Alexander et al., 2023).
Peristiwa ini terjadi menjelang
wafatnya beliau, dan menunjukkan
bahwa meskipun beliau seorang
pemimpin besar, Dbeliau tetap
mempraktikkan transaksi yang sah
dan adil sesuai dengan hukum
syariah. Kondisi ini mencerminkan
bahwa rohn digunakan sebagai
solusi keuangan darurat, tanpa
melibatkan  praktik riba atau
penindasan, dan diterapkan secara
transparan serta saling ridha antara
pihak yang bertransaksi (Rajafi,
2013).

Perkembangan rohn (gadai)
pada masa sahabat Rasulullah SAW
menunjukkan kesinambungan dari
praktik yang telah dicontohkan oleh
Nabi, dengan tetap berlandaskan
prinsip-prinsip syariah.(Salihin,
2021) Para sahabat seperti Umar bin
Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan
Ibnu Abbas memahami dan
menerapkan akad rohn sebagai
sarana tolong-menolong, terutama
dalam membantu orang yang
sedang dalam kesulitan finansial
tanpa praktik riba. Hukum dasar
rohn bersumber dari Al-Qur’an,
yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat
283 yang menjelaskan tentang
jaminan (rahn) ketika tidak ada
penulis dalam transaksi utang
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piutang, serta diperkuat oleh
berbagai hadits shahih, seperti
riwayat Bukhari dan Muslim yang
mencatat Rasulullah SAW pernah
menggadaikan baju besinya (Zainul
Arifin, 2012). Seiring berjalannya
waktu, praktik rohn terus
berkembang, termasuk di era
kekhalifahan dan peradaban Islam
klasik, hingga menjadi model
pegadaian berbasis syariah di era
modern. Saat ini, lembaga keuangan
syariah, termasuk  pegadaian
syariah, telah mengadopsi konsep
rohn dengan mekanisme yang lebih
sistematis dan diawasi oleh Dewan
Pengawas Syariah untuk
memastikan kepatuhan terhadap
hukum  Islam, menjadikannya
sebagai alternatif yang adil dan
halal dalam memenuhi kebutuhan
keuangan masyarakat (Mukhlas,
2025).

Rohn atau gadai syariah telah
dilaksanakan sebagai solusi bisnis
yang adil dan sesuai prinsip Islam
sejak masa Rasulullah SAW hingga
masa kini. Pada awalnya, rohn
digunakan sebagai bentuk bantuan
keuangan darurat yang sederhana,
di mana seseorang yang
membutuhkan pinjaman
menyerahkan barang berharganya
sebagai jaminan tanpa ada unsur
riba, seperti yang dicontohkan oleh
Rasulullah sendiri. Praktik ini
kemudian diteruskan oleh para
sahabat dalam berbagai transaksi
muamalah, menunjukkan bahwa
rohn memiliki fleksibilitas dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi

umat.  Seiring  berkembangnya
peradaban Islam dan munculnya
lembaga keuangan, rohn mulai
diterapkan dalam skala yang lebih
luas, termasuk dalam kegiatan
perdagangan  dan
(Salsabila, 2021).

Di era modern, konsep ini
diadopsi dalam sistem pegadaian
syariah sebagai bagian dari ekonomi
Islam, di mana lembaga keuangan
menyediakan layanan pinjaman
dengan jaminan, namun tetap
menjaga prinsip keadilan, tanpa
bunga, dan transparan. Pegadaian
syariah kini menjadi salah satu pilar
dalam sistem keuangan syariah
global, ~membantu  masyarakat
mengakses pembiayaan dengan cara

pembiayaan

yang halal dan etis, serta menjadi
instrumen bisnis yang relevan
dalam mendukung perekonomian
umat dari masa ke masa (Soemitra,
2017).

Dalam praktik rohn atau
pegadaian syariah, terdapat
beberapa akad (perjanjian) yang
digunakan  untuk  memastikan
bahwa transaksi berlangsung sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.
Akad utama yang digunakan adalah
akad rahn, yaitu perjanjian di mana
barang jaminan diserahkan oleh
pemilik  (rahin) kepada pihak
pemberi  pinjaman  (murtahin)
sebagai jaminan atas utangnya.
Selain itu, biasanya juga disertakan
akad gardh, yaitu pinjaman tanpa
imbalan (bunga), di mana pihak
pegadaian ~ memberikan  dana
talangan kepada nasabah. Untuk
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menutup biaya operasional,
pegadaian syariah menggunakan
akad ijarah, yaitu sewa-menyewa
atas jasa  penyimpanan atau
pemeliharaan barang gadai (Rosit,
2023).

Dalam implementasinya,
nasabah menggadaikan barang
bernilai seperti emas atau barang
elektronik, lalu menerima pinjaman
sesuai nilai taksiran barang tersebut.
Barang gadai disimpan oleh
lembaga pegadaian syariah, dan
nasabah membayar biaya
pemeliharaan (ujrah) dalam jangka
waktu tertentu tanpa dikenakan
bunga. Jika utang lunas, barang
dikembalikan; jika tidak, barang
bisa dijual untuk melunasi utang,
dengan kelebihan hasil penjualan
dikembalikan ke nasabah. Dengan
struktur akad seperti ini, pegadaian
syariah memberikan solusi
keuangan yang adil, transparan,
dan sesuai dengan syariat Islam
(Yati, 2024).

Perkembangan gadai dalam
Islam dimulai dari landasan nash,
yaitu dalil-dalil dari Al-Qur’an dan
hadits yang menjelaskan kebolehan
dan tata cara gadai (rahn). Salah
satu nash utama adalah firman
Allah dalam Surah Al-Bagarah ayat
283, yang menyebutkan bahwa jika
seseorang dalam perjalanan dan
tidak menemukan penulis (untuk
mencatat utang), maka barang gadai
dapat dijadikan jaminan. Hadits
shahih juga mencatat bahwa
Rasulullah SAW
menggadaikan baju besinya kepada

pernah

seorang Yahudi, sebagai dasar
praktik gadai yang sah menurut
syariah (Hidayat, 2020).

Dari dalil-dalil ini, para ulama
figh kemudian mengembangkan
konsep dan hukum gadai melalui
ijtihad, = menyesuaikan = dengan
kondisi sosial dan ekonomi umat.
Seiring dengan berkembangnya
sistem hukum Islam, konsep gadai
terus diformalkan dalam bentuk
ganun  (peraturan  perundang-
undangan Islam) di berbagai
wilayah Muslim. Di era modern,
banyak negara dengan sistem
hukum Islam atau dualisme hukum
(syariah dan sipil) telah
mengkodifikasikan gadai syariah
dalam bentuk regulasi resmi, seperti
dalam ganun lembaga keuangan
syariah, peraturan OJK Syariah (di
Indonesia), dan ketentuan figh
muamalah dalam fatwa Dewan
Syariah ~ Nasional. @ Hal  ini
menjadikan praktik gadai tidak
hanya bersumber pada teks agama
(nash), tetapi juga diatur secara
legal formal dalam sistem hukum
kontemporer untuk memastikan
kepastian hukum dan perlindungan
hak bagi semua pihak yang terlibat
(Pane et al., 2022).

Dalam implementasinya, akad
rahn (gadai) oleh pelaku bisnis
sering menghadapi berbagai
permasalahan  yang  berkaitan
ketidaksesuaian  antara
praktik lapangan dan prinsip
syariah. Salah satu permasalahan

dengan

yang umum terjadi = adalah
pengenaan biaya yang menyerupai
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bunga, seperti biaya administrasi
atau pemeliharaan yang berlebihan
dan tidak transparan, yang dalam
praktiknya dapat menyerupai riba
tersembunyi. Selain itu, terdapat
juga  penyalahgunaan  barang
jaminan oleh pihak penerima gadai,
atau penjualan barang tanpa seizin
pemilik jika terjadi wanprestasi,
yang tidak sesuai dengan prinsip
keadilan dan prinsip syariah.
Permasalahan  lain  kurangnya
pemahaman pelaku bisnis terhadap
struktur akad, sehingga terjadi
pencampuran antara akad rahn,
qardh, dan ijarah yang tidak tepat,
mengakibatkan akad menjadi fasid
(cacat)(Lahena, 2022).

Konsistensi dan Perbedaan Gadai
Syariah

Konsep gadai dalam nash (Al-
Qur'an dan Hadis) menekankan
pada prinsip-prinsip dasar syariah
seperti keadilan, kejujuran, tolong-
menolong, dan bebas dari riba.
Ketika konsep ini diterjemahkan ke
dalam bentuk ganun atau regulasi
hukum positif, sebagian besar
prinsip tersebut tetap
dipertahankan. =~ Namun, dalam
pelaksanaannya, terdapat sejumlah
perbedaan yang timbul Kkarena
tuntutan administratif, aspek legal
formal, dan kebutuhan akuntabilitas
di lembaga-lembaga keuangan.
Misalnya, dalam praktik gadai
syariah modern, terdapat biaya
administrasi atau pemeliharaan
barang yang dalam nash tidak
dibahas secara teknis, namun
dianggap sah  selama  tidak
mengandung unsur riba. Dengan

demikian, secara prinsip, terdapat
konsistensi yang kuat antara nash
dan ganun, meskipun dalam aspek
teknis dan operasional, terjadi

beberapa penyesuaian untuk
menjawab  kebutuhan  zaman
(Rahmat, 2024).

Adaptasi konsep klasik dalam
nash ke dalam praktik modern
dilakukan melalui proses ijtihad dan
kodifikasi hukum. Gagasan tentang
rahn dalam nash yang dulunya
bersifat sederhana dan tidak
terlembagakan, kini dirumuskan
ulang agar sesuai dengan sistem
hukum negara dan kebutuhan
ekonomi  kontemporer.  Praktik
gadai  tidak lagi  dilakukan
antarindividu secara informal, tetapi
melalui institusi resmi seperti

pegadaian Syariah dengan
pengawasan  otoritas keuangan.
Adaptasi ini mencakup

pengembangan bentuk akad, sistem
penilaian  barang gadai, dan
pemberlakuan standar operasional
yang transparan dan akuntabel.
Meski  mengalami  pembaruan
dalam bentuk dan mekanisme, inti
dari akad rahn yaitu sebagai
jaminan atas utang tanpa riba tetap
dijaga agar sesuai dengan nilai-nilai
syariah (Salihin, 2021).

Dalam implementasinya,
hukum gadai syariah masih
menghadapi berbagai problematika
dan tantangan, baik dari sisi
regulasi maupun praktik. Salah satu
tantangan utama adalah
ketidaksamaan  persepsi  antara
pelaku wusaha, masyarakat, dan
aparat penegak hukum mengenai
substansi akad rahn  yang
sebenarnya. Selain itu, masih
terdapat keterbatasan dalam
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sosialisasi ganun dan pendidikan
hukum  syariah di  tengah
masyarakat, sehingga banyak yang
belum  memahami  perbedaan
mendasar antara gadai
konvensional dan gadai syariah.
Dari sisi regulasi, masih diperlukan
harmonisasi antara qanun lokal dan
peraturan nasional agar tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan dan
kebingungan dalam implementasi.
Tantangan lainnya adalah menjaga
konsistensi pelaksanaan prinsip-
prinsip syariah di tengah tuntutan
efisiensi ekonomi dan komersialisasi
lembaga keuangan syariah
(Angriani, 2024).

Dampak Penerapan Gadai Syariah
Terhadap Masyarakat

Penerapan  gadai  syariah
dalam masyarakat memberikan
dampak yang signifikan, terutama
dalam aspek ekonomi mikro dan
penguatan kepercayaan terhadap
sistem keuangan berbasis syariah.
Di sektor ekonomi mikro, gadai
syariah menjadi solusi pembiayaan
bagi  masyarakat  kecil dan
menengah yang membutuhkan
dana cepat tanpa harus terlibat
dalam praktik riba. Hal ini sangat
membantu pelaku usaha informal,
pedagang kecil, dan masyarakat
yang tidak memiliki akses ke
perbankan konvensional. Selain itu,
kehadiran gadai syariah yang
dijalankan oleh lembaga resmi dan
diatur oleh ganun meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap
institusi syariah. Transparansi dan
kepastian hukum yang ditawarkan
membuat masyarakat merasa lebih
aman dan nyaman menggunakan
layanan keuangan syariah. Di sisi

lain, kehadiran gadai syariah juga
memperkuat ekosistem pembiayaan
halal dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berbasis pada prinsip
keadilan dan keberkahan
(Nurhayati et al., 2025).

Untuk memastikan efektivitas
dan keberlanjutan sistem gadai
syariah, perlu dilakukan sejumlah
pengembangan ~ hukum  yang
disesuaikan dengan realitas
masyarakat saat ini. Salah satu
rekomendasi utama adalah
penyesuaian qanun agar lebih
responsif terhadap dinamika sosial
ekonomi, termasuk jenis barang
yang bisa digadaikan, prosedur
operasional yang efisien, dan
perlindungan hukum yang kuat
bagi kedua belah pihak. Selain itu,
penting untuk memperluas cakupan
regulasi guna mengakomodasi
inovasi produk gadai syariah,
seperti rahn digital atau gadai
berbasis aset produktif. Edukasi dan
sosialisasi mengenai hukum gadai
syariah juga perlu ditingkatkan agar
masyarakat memahami hak dan
kewajiban mereka secara utuh.
Dengan demikian, qanun tentang
gadai tidak hanya bersifat normatif,
tetapi mampu menjawab tantangan
zaman benar-benar memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat luas
(Mumtazah, 2024).

Perkembangan Peraturan
perundangan undangan Pegdaian
syariah di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai
gadai di Indonesia telah mengalami
perkembangan  seiring  dengan
perubahan sistem pemerintahan
dan kebutuhan masyarakat(Bashor
et al.,, 2025). Pada masa kolonial
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Belanda, praktik gadai diatur
melalui lembaga Bank van Leening
yang didirikan oleh Gubernur
Jenderal VOC  Van  Imbhoff.
Meskipun belum berupa peraturan
tertulis yang komprehensif, sistem

ini menjadi bentuk awal
kelembagaan gadai di Hindia
Belanda. Setelah pendirian

Pegadaian pertama oleh pemerintah
kolonial pada 1 April 1901 di
Sukabumi, Jawa Barat, lembaga
tersebut mulai beroperasi secara
resmi sebagai institusi keuangan
yang memberikan layanan pinjaman
dengan jaminan barang (gadai)
kepada masyarakat (Edyasanti,
2022).

Setelah Indonesia merdeka,
pengaturan gadai secara resmi
mulai masuk dalam sistem hukum
nasional. Peraturan perundang-
undangan yang pertama Kkali
mengatur secara tegas tentang
status  kelembagaan Pegadaian
adalah Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1960 tentang Perusahaan

Negara, yang menjadikan
Pegadaian sebagai  Perusahaan
Negara (PN). Aturan ini

memberikan dasar hukum bagi
operasional ~ Pegadaian  sebagai
badan wusaha milik negara yang
menyelenggarakan layanan gadai
secara resmi. Selanjutnya,
berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1969, status PN
Pegadaian diubah menjadi
Perusahaan Jawatan (Perjan), yakni
bentuk perusahaan yang lebih
terfokus pada pelayanan publik,
namun masih di bawah kontrol
negara (Lestari & Hanifuddin, 2021).

Perubahan kembali terjadi
pada tahun 1990 melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990,
menetapkan Pegadaian sebagai
Perusahaan Umum (Perum). Dalam
bentuk ini, Pegadaian tetap
berorientasi pelayanan publik tetapi
diberikan fleksibilitas lebih besar
untuk beroperasi secara komersial.
Transformasi ini menunjukkan
adanya adaptasi terhadap
perkembangan kebutuhan ekonomi
dan tuntutan efisiensi lembaga
keuangan. Selanjutnya, dengan
semangat reformasi dan
restrukturisasi BUMN, Pegadaian
kembali mengalami perubahan
status menjadi Persero melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2011, yang berlaku efektif
pada 1 April 2012. Dalam bentuk
Persero, Pegadaian menjadi
perusahaan yang bertujuan mencari
keuntungan, namun tetap dimiliki
negara (Jamal, 2024).

Perkembangan terbaru terjadi
pada tahun 2021, di mana
Pegadaian secara resmi diubah
bentuk hukumnya menjadi
Perseroan Terbatas (PT) melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun  2021. Perubahan  ini
merupakan bagian dari konsolidasi
dan integrasi BUMN  sektor
keuangan, di mana PT Pegadaian
menjadi bagian dari holding ultra
mikro bersama BRI dan Permodalan
Nasional Madani (PNM). Kemudian
dalam bentuk PT, Pegadaian tetap
menjalankan fungsi sosialnya, tetapi
dengan manajemen yang lebih
modern dan kompetitif sesuai
prinsip-prinsip korporasi.
Disamping itu aturan kelembagaan
tersebut, praktik gadai juga tunduk
pada ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
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(KUHPerdata) khususnya Pasal
1150 sampai dengan Pasal 1160,
yang menjelaskan syarat-syarat dan
sifat gadai secara umum, termasuk
hak kreditor atas barang
jaminan(Bakti, = 2024). = Dengan
demikian, regulasi mengenai gadai
di Indonesia tidak hanya bersifat
statis, tetapi mengalami evolusi
yang mencerminkan  dinamika
sosial, ekonomi, dan politik negara.
Peraturan tersebut berkembang agar
mampu  menjawab  kebutuhan
masyarakat yang membutuhkan
akses keuangan melalui sistem
jaminan yang aman, sah, dan
terpercaya.

Perkembangan Pegadaian
Syariah di Indonesia tidak dapat

dilepaskan  dari  meningkatnya
kesadaran = masyarakat muslim
terhadap  pentingnya  transaksi

keuangan yang sesuai dengan
prinsip syariah. Seiring dengan
kebutuhan tersebut, pemerintah dan
lembaga keuangan mulai
merancang sistem hukum dan
regulasi mendukung operasional
keuangan syariah, termasuk dalam
hal gadai syariah atau rahn. Meski
praktik gadai syariah telah dikenal
dalam fikih muamalah sejak lama,
secara legal formal, pengaturannya
di Indonesia mulai mendapatkan
tempat seiring dengan tumbuhnya
ekonomi syariah pada akhir abad
ke-20 (Ulhaq, 2020).

Awal mula pengakuan hukum
terhadap sistem gadai syariah
secara resmi tercermin dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan. Dalam
undang-undang ini, konsep bank

syariah mulai diperkenalkan, yang
menjadi  dasar  berkembangnya
berbagai layanan keuangan syariah,
termasuk gadai syariah.
Selanjutnya, = penguatan  dasar
hukum Pegadaian Syariah secara
lebih  spesifik muncul dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah,
yang memberikan landasan hukum
untuk lembaga keuangan syariah
non-bank dalam menjalankan akad-
akad berbasis syariah, seperti akad
rahn, ijarah, dan murabahah.
(Rachmadi Usman, 2022).

Dalam praktiknya, Pegadaian
Syariah pertama kali diluncurkan
oleh Perum Pegadaian pada tahun
2003 sebagai bentuk diversifikasi
produk yang sesuai dengan prinsip
Islam.  Operasional = Pegadaian
Syariah mengacu pada fatwa-fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI),
terutama Fatwa DSN MUI No.
25/DSN-MUI/111/2002 tentang
Rahn, yang menjadi rujukan utama
untuk seluruh kegiatan gadai
syariah di Indonesia(Akbar, 2019).
Fatwa ini menegaskan bahwa akad
rahn adalah penahanan barang
sebagai jaminan atas utang, di mana
barang tersebut dapat dijual jika
debitur gagal membayar utangnya.
Fatwa juga melarang adanya
pengambilan manfaat dari barang
gadai yang dapat mengarah pada
riba, sehingga menjadikan
Pegadaian Syariah bebas dari unsur
ribawi (A. R. Ratnasari & Fadhil,
2025).

Sebagai bentuk harmonisasi
antara fatwa dan hukum positif,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sebagai regulator sektor keuangan
juga mulai mengatur operasional
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lembaga keuangan syariah.
Pegadaian Syariah berada di bawah
pengawasan OJK, dengan merujuk
pada Peraturan OJK (POJK) Nomor
31/POJK.05/2014 tentang Lembaga
Keuangan Mikro Syariah, yang
secara  tidak langsung  turut
mengatur  aktivitas rahn dan
pembiayaan mikro berbasis syariah.
Di sisi lain, peraturan internal
perusahaan juga menjadi pedoman
pelaksanaan, seperti Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Pegadaian Syariah dan regulasi
internal BUMN untuk menjamin
kesesuaian praktik dengan prinsip
syariah (Azhiima, 2020).
Perkembangan terakhir dalam
hal kelembagaan tercermin dari
perubahan bentuk hukum
Pegadaian menjadi PT Pegadaian
(Persero) pada tahun 2012 dan
selanjutnya menjadi bagian dari
holding BUMN ultra mikro bersama
Bank BRI dan PNM sejak tahun
2021. Meski demikian, unit usaha
syariah Pegadaian tetap berjalan di
bawah struktur perusahaan induk,
dengan tetap mengacu pada
prinsip-prinsip syariah dan diawasi
oleh Dewan Pengawas Syariah
(DPS). Hal ini menunjukkan
komitmen Pegadaian melayani
masyarakat muslim menghendaki
layanan keuangan yang sesuai
dengan syariat Islam(Mohamad,
2024). Dengan demikian, regulasi
Pegadaian Syariah di Indonesia
dibentuk oleh perpaduan antara
sistem hukum nasional, fatwa
ulama, dan kebijakan regulator

keuangan, yang bersama
menciptakan  kerangka  hukum
mendukung pertumbuhan layanan
gadai berbasis syariah.

Perkembangan ini mencerminkan
respons dan tuntutan masyarakat
bagian dari upaya nasionalisasi
ekonomi Islam di sektor keuangan
formal (Al Farisy et al., 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan
mengenai Perkembangan Gadai dari
Nash sampai Qanun menunjukkan
bahwa konsep gadai (rahn) dalam
Islam telah mengalami
perkembangan signifikan dari masa
ke masa. Awalnya, gadai
diperkenalkan melalui nash-nash
syariah, baik Al-Qur'an maupun
Hadis, yang menekankan prinsip
keadilan, tolong-menolong, dan
perlindungan terhadap hak semua
pihak  yang terlibat.  Seiring
kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks

berjalannya  waktu,

mendorong  lahirnya  regulasi
hukum  positif berupa qanun
(peraturan  perundang-undangan)
yang lebih rinci dan kontekstual,
guna mengatur praktik gadai secara
lebih sistematis dalam ranah hukum
negara, terutama di wilayah yang
menerapkan hukum Islam. Qanun
ini berfungsi melengkapi nash
dengan menjabarkan aturan teknis,
hak dan

mekanisme penyelesaian sengketa

kewajiban, serta

dalam gadai, sehingga memberikan
kepastian hukum dan perlindungan
hukum yang lebih kuat. Dengan
demikian, perkembangan gadai dari
nash sampai qanun mencerminkan
proses dinamis penyesuaian hukum
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Islam terhadap realitas sosial yang
terus berkembang.
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